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MEMPERTAHANKAN NKRI:
Persepsi dan Pandangan Ulama Ambon terhadap 

Negara-Bangsa

Nina Mariani Noor

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang 
meneguhkan pluralitas suku bangsa dan agama merupakan 
hasil kesepakatan founding fathers Indonesia setelah 
tentunya melewati banyak kontestasi dan perdebatan. Dalam 
perjalanannya, kesepakatan ini dipegang secara teguh oleh 
negara dan juga dilegitimasi oleh ulama arus utama. Seiring 
dengan perjalanan bangsa Indonesia, ada usaha-usaha dan 
tantangan dari beberapa kelompok Muslim untuk membentuk 
negara Islam misalnya DI TII di Jawa Barat pada tahun 1949 
di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo dan 
DI TII di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh. Di masa 
reformasi muncul wacana alternatif politik keagamaan yang 
meligitimasi sistem keumatan global dalam bentuk kekhalifahan 
yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, atau gagasan 
negara dengan syariat Islam dengan banyaknya muncul perda 
syariah di beberapa kabupaten dan provinsi. Pergeseran otoritas 
keagamaan yang terjadi sekarang ini membuat fragmentasi dan 
spektrum pandangan ulama mengenai negara-bangsa juga 
menjadi sangat beragam. Secara umum bisa dikatakan bahwa 
ulama arus utama mendukung ideologi Pancasila dan UUD 
1945, tetapi ulama dari otoritas baru cenderung mengalami 
fragmentasi yang lebih luas dan beragam. 
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 Tulisan ini mendiskusikan pandangan dan sikap ulama 
Ambon mengenai negara-bangsa serta apa saja variasi sikap 
mereka terhadap isu-isu kebangsaan. Sebelum membahas 
mengenai pandangan ulama Ambon tentang negara-bangsa, 
bagian pertama tulisan ini membahas karakteristik dan komposisi 
ulama Ambon serta konteks Ambon yang melingkungi para 
ulama itu. Pembahasan mengenai Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) sebagai lembaga ulama yang ada di Ambon diuraikan 
pada bagian sesudahnya. Pandangan ulama Ambon mengenai 
negara-bangsa dibagi ke dalam dua bagian yaitu pandangan 
ulama mengenai demokrasi dan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, kemudian bagian selanjutnya mengenai kehidupan 
berwarganegara. Bagian terakhir akan menggarisbawahi 
mengenai pandangan dan sikap ulama muda atau milenial dan 
diikuti bagian penutup.

Komposisi Muslim dan Karakteristik Ulama Ambon 
 Ambon mempunyai komposisi penduduk Muslim 
kurang lebih setengah dari jumlah penduduk keseluruhan, 
yaitu 205.502 orang per 2017 dari jumlah penduduk Ambon 
390.032 jiwa (Pemeluk Agama, t.t.). Islam berkembang di 
Maluku, khususnya Ambon pada abad ke-15 dengan berdirinya 
Kerajaan Leihitu.

 Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Muslim Ambon 
sangat mendukung pembentukan Negara Indonesia karena 
adanya pengalaman historis masa kolonial yang sangat 
diskriminatif pada mereka. Polarisasi berdasarkan agama 
sudah terjadi sejak zaman Portugis, ketika konflik terjadi antara 
Portugis dan penduduk lokal yang mengakibatkan terpisahnya 
lokasi pemukiman. Pada masa kolonialisme Belanda, segregasi 
ini makin kelihatan ketika Belanda mengistimewakan umat 
Kristen dibandingkan Muslim. Polarisasi Muslim-Kristen bisa 
dikatakan diciptakan oleh Belanda. Maka, ketika Belanda 
mengalami kekalahan dan Jepang datang, Muslim menyambut 
dengan antusiasme yang tinggi dengan semangat nasionalisme 
untuk membangun negara baru bernama Indonesia, sedangkan 
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komunitas Kristen lebih merasa nyaman dengan Belanda (Kadir 
2013)

 Dalam hubungannya dengan umat Kristen, Muslim 
Ambon mempunyai pengalaman yang cukup kelam terutama 
saat hubungan persaudaraan Islam-Kristen terkoyak oleh 
konflik berdarah yang memakan korban ribuan warga 
meninggal pada tahun 1999-2002. Hal tersebut membangkitkan 
kesadaran bagi warga Ambon untuk terus membina kerukunan 
dan persaudaraan, merajut kembali apa yang sudah tercederai 
di masa lalu dengan melestarikan kembali nilai-nilai budaya 
lokal seperti pela gandong, salam sarani. Hasilnya sungguh 
menakjubkan, sekarang Ambon dianggap sebagai laboratorium 
kerukunan beragama Muslim-Kristen di Indonesia bahkan 
dunia. 

 Mayoritas Muslim Ambon secara praktik 'ubūdiyyah 
lebih dekat dengan kultur NU. Mereka mempraktikkan 
tahlilan, maulid, dan lainnya, tetapi dalam hal organisasi 
keislaman Muslim Ambon tersebar dalam beragam organisasi 
keislaman. Organisasi massa keagamaan yang ada di Ambon 
adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Salafi, 
LDII, Tarbawi serta dari kelompok minoritas ada Syiah dan 
Ahmadiyah. Sebagaimana halnya keragamam Muslim yang ada 
di Ambon, masing-masing kelompok mempunyai ulama yang 
berpengaruh. Yang dimaksud dengan ulama pada tulisan ini 
adalah ulama Ambon yang menjadi subjek dalam penelitian 
dan berafiliasi dengan berbagai organisasi massa keagamaan 
yang ada di Ambon, yaitu MUI, Nahdlatul Ulama termasuk 
Fatayat dan Muslimat, Muhammadiyah termasuk Aisyiyah dan 
Nasyiatul Aisyiyah, LDII, Salafi, PERSIS, PKS, dan IKADI. Selain 
ulama yang berafiliasi ke ormas tertentu, ada juga beberapa 
ulama yang tidak berafiliasi pada organisasi massa tersebut, 
tetapi mempunyai pondok pesantren atau majelis taklim atau 
berlatar belakang organisasi keislaman seperti HMI, PII, PMII. 

 Sedangkan ulama baru atau ulama milenial yang 
didapati di Ambon antara lain adalah pemuda yang mampu 
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menggerakkan para pekerja muda dan komunitas anak 
muda lainnya yang haus akan belajar agama dan bertekad 
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mempunyai 
komunitas yang menyelenggarakan kajian dan dakwah dengan 
cara anak muda. Mereka menamakan gerakan ini dengan 
“hijrah Ok Main”. Pengajian biasanya dilakukan di café-café 
yang banyak tersebar di kota Ambon dengan gerakan “Dakwah 
Goes to Café”. Materi kajian lebih difokuskan untuk membahas 
isu-isu keseharian yang dihadapi oleh anak muda, semisal 
masalah cinta dan life style. Penyampaian materinya oleh ustaz 
juga menggunakan bahasa anak muda, misalnya dengan tema 
“Kutau yang kumau” untuk membahas hakikat hidup sebagai 
manusia, atau “Dilan diam-diam lamaran” yang membahas 
tentang cinta dan pernikahan. Komunitas ini berada di bawah 
bimbingan Ustaz Arsal Tuasikal dan Ustaz Hatta yang juga 
pengurus Masjid Al Fatah, masjid yang menjadi pusat kegiatan 
umat Islam di Ambon yang berlokasi di pusat kota Ambon. 
Selain melakukan kajian di Café-café, komunitas ini juga 
melakukan dakwah dengan melakukan rihlah/wisata bersama 
sambil mentadaburi alam. Mereka juga memanfaatkan sosial 
media seperti Instagram,1 Twitter, Facebook,2 dan YouTube3 
untuk menyebarkan dakwah mereka serta menarik lebih 
banyak anggota untuk bergabung. 4

 Ulama muda lainnya yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah seorang habib yang mempunyai sebuah 
yayasan yang khusus mendidik para calon ustaz. Yayasan 
yang didirikan Habib ini masih relatif baru dan bertempat di 
pusat kota Ambon. Lembaga ini hanya menampung santri 
yang ingin serius belajar agama dan kelak menjadi ulama di 
masa depan. Santri berasal dari berbagai wilayah di Maluku. 
Yayasan ini didirikan karena adanya keprihatinan dari sang 
Habib akan pendidikan agama Islam yang sangat terbatas di 

1  https://www.instagram.com/hijrahokmain/
2  https://www.facebook.com/hijrah.okmain.1
3 Chanel Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9kn1PzffxKL1MMI 
AHZw0-g
4  Wawancara dengan FRF tanggal 18 Oktober 2018.
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Ambon. Banyak keluarga yang tidak mampu mendidik anak-
anak mereka dengan ilmu keagamaan sementara di Ambon 
tidak banyak pesantren atau lembaga yang berfokus pada 
pendidikan agama bagi Muslim. Beberapa murid dari lembaga 
ini dikirim ke lembaga di luar daerah bahkan luar negeri untuk 
belajar agama lebih mendalam, yaitu lima orang ke Yaman 
Hadramaut dan juga enam orang ke Yayasan Al Fakhriah, 
Tangerang yang diasuh Habib Jindan, serta ke Kiai Masbuchin 
di Tasikmalaya. Lembaga-lembaga itu merupakan bagian dari 
jaringan yang dimiliki oleh Habib ini.5

 Ulama minoritas yang ada di Ambon berasal dari Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia serta dari Syiah. Jumlah pengikut jemaat 
ini sangat sedikit bahkan keberadaannya selama ini tidak 
terdengar oleh masyarakat Ambon. Kegiatan mereka masih 
sangat terbatas dan jauh dari publikasi sehingga banyak ulama 
dan Muslim Ambon yang tidak mengetahui kalau di Ambon ada 
juga pengikut Ahmadiyah. Ulama Ahmadiyah (biasa disebut 
mubalig) yang berkedudukan di Ambon membawahi wilayah 
Maluku yaitu Ahmadiyah di Seram Bagian Barat, Namlea Pulau 
Buru dan Kepulauan Aru.6 Mengenai penganut Syiah, tidak 
diketahui secara jelas mengenai jumlahnya walaupun ada. 
Terdapat sebuah pesantren di Hila yang praktik keagamaannya 
cenderung ke ajaran Syiah. Mereka mengadakan perayaan 
sepuluh Muharam. Perayaan sepuluh muharan sudah mulai 
mengundang orang dari luar pesantren. Masjid selalu dipenuhi 
oleh orang tua, dan sedikit saja dari anak muda, tetapi kegiatan 
tahlilan untuk orang meninggal juga diadakan dan setiap malam 
jumat diadakan doa kumail secara bersama dengan santri. Pada 
malam Rabu diadakan kegiatan tawasul bersama. (Tubaka & 
Masawoy t.t.). 

 Ulama di sini tidak terbatas pada ulama laki-laki, tetapi 
juga ulama perempuan. Dari tiga puluh ulama yang menjadi 
responden, terdapat sembilan ulama perempuan yang berasal 
dari beragam latar belakang organisasi keagamaan yaitu dari 

5  Wawancara dengan Habib RA pada tanggal 17 Oktober 2018
6  Wawancara dengan ustaz R
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Fatayat NU, Aisyiyah, anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera, 
dosen IAIN Ambon serta aktifis LSM.

 Dari data kuantitatif, karakteristik sikap ulama Ambon 
terhadap nation-state teridentifikasi dalam enam spektrum. 
Dari 30 responden yang ada, 4 orang (13,33%) dikategorikan 
progresif, 9 orang (30%) inklusif, moderat 10 orang (33,3%), 
konservatif 1 orang (3,33%), eksklusif 2 orang (6,66%), ekstrem 
1 orang dan 3 orang (10%) tidak terindetifikasi. 

 Empat ulama yang dikategorikan progresif berasal 
dari NU, dosen IAIN Ambon dan Ahmadiyah. Sembilan orang 
ulama yang dikategorikan inklusif berasal dari Fatayat NU, 
Muhammadiyah, LDII, dan Syiah. Ulama moderat berasal 
dari MUI, NU, FKUB, Muhammadiyah, PKS, serta dosen. Satu 
orang ulama yang konservatif dari Salafi, dua orang eksklusif 
dari NU dan Aisyiyah, dan satu orang ekstrem adalah pegiat 
kegiatan kajian Islamiyah. Sebaran data di atas menunjukkan 
bahwa ulama-ulama dari organisasi massa keagamaan besar 
seperti NU dan Muhammadiyah tidak mempunyai sikap yang 
sama satu dengan yang lainnya. Latar belakang pendidikan 
serta pengalaman interaksi mereka dengan yang lain sangat 
menentukan bagaimana sikap mereka, apakah menerima 
ataukah masuk menolak. Mencermati sikap dan pandangan 
ulama tentang Negara-bangsa dari rentang usia, maka fakta di 
Ambon menunjukkan bahwa ulama generasi yang lebih tua 
lebih aksepsionis (menerima) dibandingkan dengan ulama dari 
generasi baru atau milenial.

Majelis Ulama Indonesia Ambon 
Ketika berbicara mengenai ulama atau lembaga ulama di 
Indonesia, maka kita tidak bisa mengabaikan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dalam diskusi ini. MUI di Ambon juga 
merupakan organ dari MUI pusat. Sebagaimana MUI di 
tingkat pusat, ulama yang masuk dalam keanggotaan MUI 
Ambon adalah ulama mainstream yang ada seperti NU, 
Muhammadiyah, dan IKADI, dan jarang ada ulama dari 
kalangan minoritas. Sebagaimana Ichwan menyatakan bahwa 
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MUI setelah runtuhnya Orde Baru berusaha untuk membawa 
Muslim Indonesia lebih dekat ke ortodoksi (Ichwan 2005), MUI 
Ambon juga melakukan hal yang sama. Ichwan lebih lanjut 
menyatakan bahwa fatwa dan tausiyah yang dikeluarkan oleh 
MUI biasanya merupakan manifestasi dari bagaimana otoritas 
fatwa atau tausiyah dinegosiasikan dan posisi MUI sebagai 
lembaga ‘ulama’ mendefinisikan kembali (Ichwan 2005). Fatwa 
atau tausiyah yang dikeluarkan oleh MUI Ambon biasanya sesuai 
dengan fatwa dari MUI pusat, misalnya mengenai vaksinasi 
rubella yang bahan pembuatnya tidak halal, MUI Ambon belum 
berani mengeluarkan fatwa boleh tidaknya vaksinasi dilakukan 
dengan vaksin tersebut dan meminta pemerintah dalam hal 
ini dinas kesehatan Ambon untuk menundanya sampai jelas 
statusnya. Begitu MUI pusat menyatakan bahwa vaksinasi 
rubella bisa diaplikasikan walaupun bahan pembuat vaksin 
dari barang yang haram, tetapi karena situasi darurat, maka 
hukumnya boleh digunakan, maka MUI Ambon mengeluarkan 
pernyataan bahwa vaksinasi boleh dilakukan. Lagi-lagi, MUI 
di sini berperan sebagai pemberi legitimasi bagi pemerintah 
mengenai urusan yang mencakup masyarakat Muslim secara 
luas. 

Namun, fatwa yang dikeluarkan MUI Ambon tentang 
vaksinasi ini bukanlah suara bulat dari seluruh ulama. Beberapa 
ulama yang mengasuh pondok pesantren dengan jumlah 
santri yang signifikan mengambil langkah tidak menuruti 
fatwa dari MUI dalam hal vaksinasi yang kontroversial ini. Bagi 
mereka, otoritas pemberian izin vaksinasi kepada anak-anak 
adalah orang tua anak-anak tersebut, bukan pengasuh pondok 
pesantren. Oleh karena itu mereka menolak memberikan izin, 
tetapi menyerahkan kepada orang tua santri. Karena para 
santri tinggal di pondok dan orangtua mereka jauh tentu saja 
banyak santri yang tidak divaksinasi. Para ulama tersebut 
mengambil langkah aman dalam menyikapi kontroversi 
kehalalan vaksinasi.7 Sikap ulama tersebut menunjukkan bahwa 

7  Wawancara dengan ustaz pengasuh pondok A dan ustazah npengasuh 
pondok I, 15 dan 16 Oktober 2018.
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setelah era reformasi, orientasi ideologis MUI menjadi lebih 
eksklusif yaitu melindungi kepentingan umat Islam daripada 
kepentingan nasional secara keseluruhan. Namun, terlepas 
dari orientasi puritan ini, MUI telah mencoba menjadi moderat. 
Moderasinya ditunjukkan oleh, antara lain, penolakannya 
terhadap radikalisme dan terorisme, penerimaannya terhadap 
modernitas, dan negara-bangsa Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan demokrasi modern, dan bukan pada Islam 
(Ichwan 2013, 63). 

Sejalan dengan argumentasi dari Ichwan tersebut, MUI 
Ambon juga mempunyai kecenderungan menjadi lebih 
konservatif, para ustaznya makin eksklusif, sedangkan para 
ulama yang progresif mulai terpinggirkan dan tidak banyak 
mendapatkan dukungan dari ulama lainnya di lingkungan MUI 
sendiri. Contohnya adalah ketika Ketua MUI Ambon meninggal 
dunia pada awal tahun 2018, maka posisi ketua yang sebenarnya 
secara langsung bisa digantikan oleh wakil Ketua MUI, seorang 
ulama yang sangat progresif, akhirnya tidak digantikan oleh 
ulama tersebut karena ada beberapa pengurus MUI yang 
mengajukan keberatan. Suara dan sikap para anggota MUI 
pada isu tertentu juga terkadang tidak sejalan.

MUI sendiri juga mendapatkan kritik dari beberapa ulama 
yang diwawancarai dalam penelitian ini, terutama ulama dari 
otoritas baru atau ulama milenial. Mereka menganggap tidak 
semuanya anggota MUI memenuhi kriteria sebagai ulama. 
Ilmu keagamaan mereka dianggap masih dangkal. Selain itu, 
MUI sekarang tidak lebih sebagai lembaga yang menjadi alat 
bagi pemerintah, terutama ketika berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah yang menyangkut umat Islam, misalnya dalam 
kasus vaksinasi rubella yang mengundang banyak pro dan 
kontra beberapa waktu lalu.

Demokrasi dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Konsep dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dan Pancasila sebagai dasarnya diterima oleh hampir 
oleh seluruh ulama yang menjadi responden dalam penelitian 
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ini, yaitu 29 orang. Mereka berpendapat bahwa NKRI, Pancasila, 
dan UUD 1945 sudah selaras dengan ajaran Islam. Menurut 
mereka, pemilihan bentuk negara Indonesia yang sekarang ini 
merupakan sebuah kesepakatan bersama bangsa Indonesia. 
Para ulama tersebut menambahkan bahwa founding fathers 
sudah sangat mempertimbangkan banyak hal ketika memilih 
sebuah negara demokrasi bukan negara Islam walaupun 
mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Salah satu 
ulama menambahkan bahwa dengan bentuk negara seperti 
saat ini, tugas sebagai Muslim dan warga negara Indonesia, 
menurut mereka, adalah mengisi ruang-ruang yang tercipta 
dalam sistem negara demokrasi ini. 

Lebih lanjut, para ulama tersebut mengaitkan sistem negara 
demokrasi dengan kepentingan umat Islam yang selama ini 
tidak terganggu. Mereka memandang bahwa demokrasi di 
Indonesia tidak menghalangi Muslim untuk melakukan ibadah 
serta mengamalkan ajaran Islam, juga tidak mengajak kepada 
kesyirikan bahkan negara mendorong umat Islam untuk 
mengamalkan ajaran agamanya. Mereka bahkan menegaskan 
bahwa negara juga sudah menyediakan banyak sarana yang 
mendukung umat Islam untuk menyempurnakan ibadahnya 
misalnya pengadilan agama dan undang-undang perkawinan. 
Jadi, tidak ada celah untuk menolak demokrasi dengan alasan 
tidak sesuai dengan ajaran Islam. 8 Berikut ini pernyataan yang 
muncul dari salah seorang ulama yang mengasuh pondok 
pesantren yang cukup besar di Ambon. “Demokrasi Indonesia 
dan Pancasila itu baik, tidak ada masalah. Kapan Pancasila 
mengajak kita untuk syirik?. Tidak ada. Agama kita baik, 
justru didorong dan didukung pemerintah juga luar biasa…”9

Seorang ulama dan juga dosen di IAIN Ambon, yang 
dikenal berpikiran sangat progesif, AW, menekankan bahwa 
sistem demokrasi Indonesia ini merupakan sebuah ijtihad yang 
dilakukan oleh para pendiri bangsa. Lebih lanjut dia merujuk 

8  Wawancara dengan beberapa ulama dalam rentang waktu 16-20 Oktober 
2018
9  Wawancara dengan Ustaz AR, 15 Oktober 2018
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pada hadis Nabi yang berbunyi “ antum aʿlamu bi umūri 
dunyākum”, bahwa urusan dunia itu yang lebih tahu adalah 
umat manusia itu sendiri. Mengenai pemahaman kembali 
langsung ke al-Qur’an dan hadis yang sekarang menjadi 
banyak disuarakan, Abidin Wakano menegaskan bahwa ijtihad 
itulah cara memahami al-Qur’an dan Hadis.10 Ulama dari 
kelompok minoritas, yaitu Ahmadiyah dan Syiah, juga sangat 
mendukung prinsip demokrasi dan Pancasila. Seorang ulama 
Syiah menyatakan berikut. 

“Demokrasi itu sejalan dengan ajaran islam. Karena kalau bicara 
aturan-aturan yang berlaku, Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, tidak keluar dari aturan agama bahkan sejalan dengan 
Islam karena semuanya itu adalah manifestasi dari ajaran agama. 
Jika semua kekuasaan berada di Tangan Tuhan dan semuanya 
diatur menggunakan hukum Tuhan, fungsi manusia untuk apa. 
Manusia sebagai pelaksana atas aturan itu. Soal demokrasi dan 
sebagainya itu, merupakan kesepakatan bernegara. Kita sepakat 
untuk hidup bernegara dengan aturan-aturan seperti ini.”11 

Sedangkan ulama Ahmadiyah yang diwawancarai 
berpandangan bahwa demokrasi bisa diterima, dalam batas-
batas saling menghargai. Agama sebaiknya mengurus hal yang 
privat, negara dan demokrasi dipergunakan untuk mengurusi 
hal-hal yang bersifat publik. Demokrasi yang diyakini oleh 
Ahmadiyah adalah lebih pada sekularisasi, yaitu pemisahan 
agama sebagai urusan privat bagi setiap individu.12

Dari wawancara dan kuesioner tentang penerimaan ulama 
Ambon tentang bentuk negara demokrasi, hampir semua 
ulama menerima sistem negara demokrasi, hanya satu yang 
menolak. Namun, ketika ditanyakan mengenai kesesuaian 
prinsip demokrasi dengan konsep syura dalam Islam, ada tiga 
ulama yang menyatakan bahwa sebenarnya prinsip demokrasi 
tidak sesuai dengan konsep syura dalam Islam. Variasi bentuk 
penerimaan ulama terhadap sistem negara demokrasi memang 
beragam, ada yang menerima secara penuh dengan segala 

10  Wawancara dengan AW, 15 Oktober 2018
11  Wawancara dengan Ustaz JB, 15 Oktober 2018
12  Wawancara dengan Ustaz R, 17 Oktober 2018
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konsekuensi, tetapi ada juga yang menjadikannya sebagai 
bentuk negosiasi ulama sepanjang mereka masih tetap bisa 
melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai ulama. Ada 
juga yang penerimaan terhadap bentuk negara karena memang 
realitas begitu adanya, sebagai warga negara mereka tidak 
mempunyai kekuatan lebih untuk mengubahnya sehingga 
mau tidak mau mereka menerimanya walaupun mungkin 
tidak sepenuh hati, tetapi demi kepentingan umat yang lebih 
besar mereka memilih untuk menerima sistem yang sudah 
ada. Misalnya saja ada responden yang menyatakan bahwa 
sistem yang ada sudah demikian, bentuk negara demokrasi, 
dia sebagai warga negara bisa apa selain menerimanya. 
Ulama ini sebelummya sempat dalam pengawasan BNPT 
(Badan Nasional Penanganan Terorisme) karena ada indikasi 
mendukung gerakan ISIS (Negara Islam Irak dan Syam), tetapi 
sekarang ulama ini mendukung sistem negara NKRI dan 
berusaha mengambil bagian dalam negara ini melalui usahanya 
mengelola pondok pesantren yang menyediakan pendidikan 
gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Pesantren yang 
dikelolanya bahkan mendapatkan dukungan dari pemerintah 
dalam bentuk pengangkatan beberapa gurunya sebagai 
pegawai negeri sipil yang bertugas di pesantren itu. 

Mengenai ide formalisasi syariah di Indonesia, mayoritas 
ulama Ambon, yaitu sebanyak 21 orang, menyatakan tidak 
setuju. Mereka tidak menganggap bahwa formalisasi itu 
penting dilakukan dan yang lebih penting adalah syariah 
itu sendiri dilaksanakan di Indonesia. Formalisasi hanyalah 
bungkus, dan yang penting adalah substansinya. Yang menarik 
adalah terdapat tujuh orang yang mendukung formalisasi 
syariah Islam sehingga menganggap pemerintahan yang tidak 
mendukung formalisasi syariah sebagai pemerintahan thaghut. 
Sisanya, dua orang ulama memilih netral mengenai hal ini, 
tidak menunjukkan dukungan maupun penolakan terhadap 
formalisasi syariah. 

Adapun tentang konsep khalifah dalam Islam, seiring 
dengan dukungan mereka pada demokrasi Pancasila, maka 
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para ulama tersebut juga tidak menyetujui bentuk pemerintahan 
kekhalifahan. Walaupun ada 17 orang atau setengah lebih 
yang menganggap bahwa sistem politik Islam lebih unggul 
dibandingkan dengan sistem demokrasi maupun sistem lain 
yang dibuat manusia. Halini menunjukkan bahwa para ulama 
tersebut menerima sistem demokrasi Pancasila yang ada di 
Indonesia sebagai kenyataan yang harus diterima, tetapi dalam 
idealisme mereka mungkin masih memimpikan sistem politik 
Islam.

Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan yang berbentuk 
khilafat menegaskan bahwa bentuk kekhalifahan yang dipakai 
Ahmadiyah adalah kekhalifahan rohani lintas batas negara, 
bukan bentuk pemerintahan politik dengan kekuasaan 
wilayah. Oleh karena itu, pengikut Ahmadiyah diwajibkan 
menjadi warga negara yang baik yang mematuhi peraturan dari 
pemerintahan yang sah di negara mereka bertempat tinggal 
sehingga mereka tidak mempermasalahkan apapun bentuk 
pemerintahan yang sah dalam suatu negara. Sedangkan ulama 
Syiah yang diwawancarai menegaskan bahwa konsep khilafah 
yang sekarang ramai ditawarkan masih tidak jelas sampai hari 
ini, bahkan sosok yang hendak dijadikan khalifah, itu pun 
tidak jelas. Ulama ini menganggap tawaran sistem kekhalifahan 
yang ditawarkan (dalam hal ini merujuk ke HTI) terlalu politis 
sehingga dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan bangsa 
sehingga wajar jika akhirnya dibubarkan oleh pemerintah.13

Lebih lanjut ulama terakhir yang disebut menyarankan 
kepada pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama, agar 
mencegah penyebaran paham khilafah dengan melakukan 
penyaringan yang ketat dan memaksimalkan para penyuluh 
agama dalam upaya pencegahan berkembangnya paham-
paham yang mengancam NKRI. Peran para penyuluh agama 
sangat penting karena mereka adalah corong negara. Selain 
itu, peran organisasi keagamaan di Indonesia seperti NU dan 
Muhammadiyah juga sangat penting dalam membentengi 
masyarakat dari serangan paham tersebut. Dalam konteks 

13  Wawancara dengan Ustaz JB, 17 Oktober 2018
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Maluku, kelompok dengan paham khilafah sangat sulit 
menembus dan mendapatkan dukungan di daerah pedesaan 
yang masih menjaga tradisi lokal mereka, tetapi mereka 
mendapatkan simpatisan di kalangan urban yang mempunyai 
tradisi lebih cair. 

Kehidupan Berwarganegara: Anti-Kekerasan, 
Toleransi, dan Kewargaan
Dengan latar belakang sejarah Ambon yang pernah mengalami 
konflik disertai kekerasan antara umat Islam dan Kristen tahun 
1999-2002, hampir seluruh ulama Ambon yang diwawancarai 
dalam penelitian ini bersikap menolak tegas terhadap 
kekerasan, kecuali satu ulama saja yang dalam penelitian ini 
dikategorikan ekstrem. Dalam kaitannya dengan amar ma’ruf 
nahi munkar, para ulama tersebut menilai bahwa hal itu bisa 
dilakukan dengan cara menasehati, mendidik umat, bukan 
melakukan kekerasan kepada orang yang dianggap berbuat 
munkar. Mereka juga menyetujui jikalau tindakan amar ma’ruf 
nahi munkar dengan kekuatan dilakukan oleh aparatur negara 
yang memang memiliki wewenang terhadap hal itu. 

“Sebenarnya untuk mencegah dengan tangan itu bukan hak kita, 
melainkan pemerintah, kekuasaan”. “Kalau kita telah bicara soal 
hukum positif, maka kita tidak memiliki hak disana, kita tidak 
bisa mengambil kebijakan sendiri untuk ikut menumpas dengan 
menghancurkan. Karena telah terikat oleh hukum positif. (Ustaz 
JB)

Namun, ada juga ulama yang tidak secara tegas menolak 
tindakan kekerasan dalam beramar ma’ruf nahi munkar karena 
menurutnya pasti ada situasi dan alasan tertentu yang membuat 
kelompok seperti FPI melakukan sweeping sebagaimana yang 
terdengar selama ini. Akan tetapi, ulama tersebut juga tidak 
mendukung tindakan kekerasan dalam konteks amar ma’ruf 
nahi munkar. Perhatian ulama Ambon mengenai amar ma’ruf 
nahi munkar dengan penekanan kepada pendidikan ini 
dikarenakan mereka menganggap bahwa Muslim Ambon masih 
sangat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
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juga akhlak mereka.

Pemaknaan jihad oleh para ulama tersebut juga sama sekali 
tidak menyentuh wacana jihad dengan senjata atau berperang. 
Jihad bagi mereka adalah melakukan sesuatu yang sangat 
dibutuhkan oleh umat Islam, contohnya dengan menyediakan 
pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan dengan 
membangun pesantren. Jihad juga diartikan sebagai upaya 
untuk menegakkan keadilan bagi semua. Dari wawancara 
yang kami lakukan, ada satu orang ulama yang berpendapat 
bahwa sekarang ini belum waktunya untuk melaksanakan 
jihad fisik, tetapi menurutnya ke depan bisa mengarah pada 
jihad fisik juga, jika para ulama mulai diteror. Ia memberikan 
contoh penolakan kedatangan Habib di (Kalimantan Tenggara) 
yang diusir seketika sampai di bandara. Hal tersebut bisa 
memicu jihad-jihad kecil dan juga memunculkan terorisme.14 
Sedangkan seorang ustaz yang mengelola beberapa pesantren 
di Maluku termasuk Ambon menyatakan bahwa apa yang dia 
lakukan dengan menyediakan pendidikan agama dan umum 
secara gratis kepada para anak yatim piatu dan kurang mampu 
merupakan bentuk jihad. Ia mengistilahkannya jihad tarbawi, 
jihad pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat seorang 
aktifis perempuan dari Fatayat NU yang menyatakan bahwa 
jihad adalah usaha menanamkan nilai-nilai keadilan, nilai-
nilai kasih sayang, solidaritas, serta nilai-nilai perdamaian di 
kalangan Muslim. Dengan bahasa yang lain tetapi dengan 
esensi yang sama, seorang ustazah pengasuh pondok 
pesantren anak-anak menegaskan bahwa jihad adalah usaha 
untuk mengubah seorang Muslim menjadi lebih baik, tentunya 
melalui pendidikan baik jalur formal maupun informal.

Ulama dari Syiah yang diwawancarai menyatakan lebih setuju 
jika dalam konteks sekarang jihad itu bukan diartikan dengan 
mengangkat pedang. Jihad harus diposisikan dalam makna yang 
sifatnya positif, misalnya jika seseorang memiliki pemahaman 
jihad yang demikian dan memiliki uang, seharusnya uang 
itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk berjihad. Dalam 

14  Wawancara dengan Ustaz AL, 17 Oktober 2018
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konteks Maluku, masih banyak anak-anak di pedalaman yang 
mempunyai kepintaran, tetapi tidak bisa bersekolah karena 
alasan tidak adanya biaya, maka orang yang berlebih uang 
bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak tersebut. Hal itu 
adalah bagian dari jihad yang paling besar. Masih ada berbagai 
bidang lain yang dapat dimanfaatkan oleh Muslim sebagai jihad 
dalam arti positif daripada menangkat pedang. Ia lebih lanjut 
menekankan bahwa negara Indonesia bukanlah negara ḥarb 
(dār ‘l-ḥarb) atau negara peperangan sehingga isu-isu Jihad 
dalam makna kekerasan harus bisa dihilangkan. Jihad harus 
dimaknai positif seperti pendidikan dan kesehatan. Contohnya 
adalah dengan mendatangi daerah-daerah tertentu yang sangat 
membutuhkan kesehatan. Itulah arti jihad yang sesungguhnya, 
karena bisa menyelamatkan nyawa orang-orang di sana. Dari 
Ahmadiyah seperti sudah banyak diketahui, memaknai jihad 
dengan pena yaitu dengan menyebarkan tulisan-tulisan yang 
bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Wacana jihad dengan kekerasan sama sekali tidak muncul 
dari hasil penelitian terhadap 29 ulama ini kecuali satu saja 
yang memaknai jihad dengan berperang. Para ulama yang 
memandang bahwa jihad tidak perlu dengan kekerasan 
memberikan contoh keberadaan Laskar Jihad, yang dulu pernah 
ada di Ambon ketika konflik, maka ulama Ambon tersebut 
menyatakan tidak ada lagi Laskar Jihad, yang ada adalah Laskar 
Ahlus Sunah Wal Jamaah dari kelompok salafi. Mereka memiliki 
yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yaitu Yayasan 
Abu Bakar As-Shidiq yang mengelola lembaga pendidikan 
mulai dari pendidikan anak usia dini hingga madrasah aliyah. 
Taman Kanak-Kanak (TK) al-Manshuroh dipandang sebagai 
TK terbaik di Ambon saat ini. Sedangkan dari ulama yang 
dikategorikan Jihadis dalam penelitian ini memahami bahwa 
jihad itu adalah menyatakan yang kafir adalah kafir, yang tidak 
melaksanakan syariat Islam adalah thogut, dan darahnya halal 
untuk ditumpahkan. Bagi mereka, agama yang paling benar 
adalah Islam sesuai dengan al-Qur’an Surat al-Maidah, agama 
yang lain adalah buatan manusia sehingga ajarannya tidak 
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sejalan dengan Islam sehingga darah mereka pun dihalalkan. 
Kalau thogut, menurut mereka, adalah orang yang menghalang-
halangi syariat Islam, mereka juga dihalalkan darahnya.15 
Adapun mengenai penggunaan kekerasan terhadap kelompok 
yang berbeda dengan umat Islam, para ulama Ambon pada 
umumnya menyatakan tidak setuju, tetapi ada dua orang yang 
menyatakan sangat setuju. 

Polarisasi Muslim-Kristiani sudah terjadi sejak zaman 
kolonial ketika Portugis berkuasa di Maluku. Polarisasi itu terus 
berlanjut, tetapi dalam perjalanannya terdapat upaya dari kedua 
pihak untuk merajut persaudaraan dengan spirit pela-gandong 
yang menjadi kearifan lokal dan di waktu pascakonflik hal itu 
terbukti mampu menjadi sarana untuk membina perdamaian 
. Dahulu, walaupun masyarakat Ambon sudah terpolarisasi, 
mereka masih tinggal membaur kendati ada daerah mayoritas 
Islam dan mayoritas Kristen. Konflik yang pecah dalam rentang 
tahun 1999-2002 membuat polarisasi makin kentara dengan 
makin tersegregasinya pemukiman umat Islam dan Kristiani. 
Sekarang kita sangat jarang menjumpai Muslim tinggal di 
perkampungan Kristen, demikian juga sebaliknya. Kesempatan 
mereka berinteraksi adalah di ruang-ruang publik seperti 
pasar, perkantoran, dan sekolah. (Kadir 2013). Fakta segregasi 
pemukiman ini harus disikapi secara serius, sebab segregasi 
pemukiman menunjukkan sikap menghindari kontak langsung 
dengan umat beragama lain. (Iwamony & Relmasira 2017). 

Kehidupan beragama dalam konteks berbangsa dan 
bernegara sudah merupakan hal biasa bagi masyarakat Ambon 
karena beragamnya etnik dan agama yang ada di sana. 
Mengenai kepemimpinan dalam pemerintahan, hampir semua 
ulama Ambon dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan 
mempunyai pimpinan non-Muslim. Komposisi penduduk 
Ambon antara Muslim dan Kristen yang hampir seimbang, serta 
adanya kesepakatan dari Perjanjian Malino II yang salah satu 
isinya adalah kesepakatan pengaturan komposisi pemimpin 
daerah selalu muncul sebagai alasan sikap mereka. Para ulama 

15  Wawancara dengan Ustazah Lilik, 16 Oktober 2018.
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tersebut memberikan contoh jika gubernur Maluku seorang 
Muslim maka wakilnya adalah Kristen atau sebaliknya. Hal itu 
juga berlaku demikian untuk walikota dan wakilnya. 

Adapun tentang pemimpin non-Muslim, dari 30 responden 
ulama, terdapat 15 orang yang menyatakan pemimpin harus 
Muslim karena sesuai dengan konsep auliya dalam al-Qur’an. 
Sebaliknya, sisanya 15 orang ulama menyatakan tidak setuju 
jika pemimpin harus Muslim, mereka akan menerima siapa 
pun pemimpin pemerintahan yang terpilih oleh rakyat. Konsep 
ulil amri menurut para ulama tersebut adalah pemimpin 
pemerintahan yaitu pemimpin yang mengurusi urusan dunia. 
Jadi, tidak ada masalah jika mereka bukan Muslim asalkan 
mempunyai kompetensi dan merupakan pilihan rakyat. 
Hanya saja ada satu ulama yang mensyaratkan bahwa kalau 
pemimpinnya Kristiani maka sebaiknya berasal dari kelompok 
Kristen yang tidak fanatik. Pendapat ini muncul karena 
pengalaman ulama tersebut terkait kepala daerah beragama 
Kristen yang mengutamakan kepentingan umat Kristen saja 
ketika dia menjadi pimpinan. 

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan 
terdapat dua pendapat yang berbeda dari hasil kuesioner. 
Separuh lebih ulama menyatakan bahwa perempuan bisa 
menjadi pemimpin, sedangkan 10 orang menyatakan bahwa 
pemimpin harus laki-laki karena adanya konsep al-rijālu 
qawwāmūna ‘alā ‘l-nisāʾ dalam Islam. Sisanya, lima orang 
ulama memilih netral dalam soal kepemimpinan perempuan. 
Bagi ulama yang mendukung kepemimpinan perempuan, 
tidak menjadi masalah jika perempuan menjadi pemimpin 
pemerintahan kalau memang dia adalah hasil pilihan rakyat 
dan mempunyai kompetensi sebagai pemimpin. Seorang ulama 
dari Muhammadiyah menyitir doktrin: “wa ‘l-mu’mināna wa 
‘l-mu’minatu, yasyuddu baʿdhuhum…” untuk menegaskan 
bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Ia menambahkan 
bahwa sekarang tingkat kecerdasan wanita lebih tinggi 
daripada laki-laki. Jadi, tidak ada salahnya perempuan menjadi 
pemimpin sebab perempuan juga adalah khalifah atau hamba 
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Allah yang juga harus diberikan peran.16

Mengenai kesepakatan pembagian komposisi pimpinan 
daerah antara Muslim dan Kristiani, ada ulama yang menyatakan 
tidak setuju dengan kesepakatan ini. Menurutnya, pasangan 
Muslim-Muslim pun sebenarnya bisa, hanya saja selama 
ini belum ada yang berani mencoba untuk melakukannya. 
Sedangkan ulama muda yang diteliti menekankan bahwa 
sebaiknya tidak lagi perlu melihat latar belakang agama dalam 
memilih pemimpin pemerintahan, tetapi lebih memperhatikan 
kapasitas dan kemampuannya. Dia meyakini kalau umat 
Islam mempunyai sumber daya manusia dengan kualitas yang 
mumpuni, maka ke depannya bisa menjadi pemimpin dengan 
komposisi Muslim-Muslim atau demikan juga sebaliknya 
kalau yang bagus dari umat Kristen maka komposisi Kristen-
Kristen juga bisa terjadi. Oleh karena itu dia menekankan 
pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia umat Islam. 
Ulama dari Ahmadiyah dan Syiah tidak mempermasalahkan 
kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh non-Muslim 
ataupun perempuan. Konsep al-rijālu qawwāmūna ‘alā 
‘l-nisāʾ tidak berlaku dalam kelembagaan atau pemerintahan, 
melainkan berlaku dalam hal kepemimpinan dalam agama dan 
rumah tangga. Mereka menekankan kalau dalam hal keagamaan 
dan rumah tangga, laki-lakilah yang menjadi pemimpin, sambil 
memberikan contoh imam salat harus laki-laki jika ada.17

 Adapun mengenai toleransi, Ambon terkenal sebagai 
contoh kesuksesan dialog Muslim-Kristen. Pada tahun 2018 ini, 
Ambon menempati peringkat kelima sebagai kota toleran versi 
Setara Institute (Institute, n.d.). Kegiatan agama skala nasional 
yang diselenggarakan di Ambon mendapatkan dukungan 
penuh dari masyarakat dan juga ulama misalnya kegiatan 
MTQ pada tahun 2013, Pesta Paduan Suara Gerejawi (biasanya 
disingkat PESPARAWI) pada tahun 2015, serta Pesta Paduan 
Suara Gerejani (PESPARANI) pada Oktober 2018. Semua itu 
justru melibatkan dan menyatukan umat Islam dan Kristen 

16  Wawancara dengan Haji AL pada 17 Oktober 2018
17  Wawancara Ustaz dari Syiah dan Ahmadiyah, 15 dan 17 Oktober 2018.
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dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Saat kegiatan MTQ berlangsung, umat Kristen dengan terbuka 
membuka pintu rumah mereka bagi kontingen yang akan 
menginap. Demikian juga ketika Pesparawi dan Pesparani 
berlangsung, umat Muslim turut serta dalam menyukseskan 
acara (Iwamony & Relmasira 2017).

Inisiatif dialog Islam-Kristen biasanya berasal dari para 
pemimpin agama dan juga dari level grass root (Iwamony & 
Relmasira 2017). Ada beberapa ulama yang terlibat aktif dalam 
dialog lintas iman, baik melalui FKUB sebagai organisasi resmi 
di bawah Kemenag maupun organisasi lain. Saat penelitian 
ini dilakukan, di Ambon sedang ada hajatan besar Pesparani 
yang pertama. Ada baliho dari MUI yang mengucapkan selamat 
dan sukses untuk penyelenggaraan Pesparani, segenap warga 
Ambon juga trut bersuka cita menyambut pelaksanaannya. 
Toleransi antara Muslim dan Kristiani di Ambon memang 
patut menjadi contoh bagi daerah lainnya di tanah air. Sejak 
berakhirnya konflik di Ambon, banyak usaha dilakukan oleh 
berbagai pihak untuk menjalin kembali kerukunan Muslim-
Kristiani dan mengobati luka konflik yang tentu saja sangat 
membekas dalam memori dan perasaan masyarakat Ambon. 
Pemuka agama di Ambon mengambil banyak peran dalam 
usaha-usaha tersebut. Di antaranya adalah Abidin Wakano dari 
Islam dan Pendeta Jacky Manuputty dari Kristen (keduanya 
pendiri Lembaga Antar Iman, LAIM Maluku) yang membuat 
gerakan bernama Provokator Damai (‘Dian Interfidei’, t.t.). 
Gerakan Provokator Damai adalah sebuah gerakan dialog 
berbasis komunitas yang melibatkan banyak komunitas di 
Ambon. Jaringan yang bergabung dalam Gerakan Provokator 
Damai ini antara lain : Jurnalis Lintas Iman, Gerakan Perempuan 
Peduli, Hiphop Lintas Iman, Blogger Lintas Iman, Ambon 
Bergerak, Sanggar Tari Lintas Iman, Photographer Lintas Iman, 
serta belasan kelompok anak muda lainnya yang bergerak 
karena hobi. Dengan banyaknya usaha yang dilakukan oleh 
gerakan ini, kesadaran kolektif pada masyarakat Ambon untuk 
bersama-sama menciptakan perdamaian makin menguat.
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Namun, jika ditelaah lebih lanjut mengenai toleransi 
pada masa sekarang ini, toleransi di Ambon sebenarnya bisa 
dikatakan masih perlu upaya keras untuk merawatnya dan 
meneruskannya ke generasi selanjutnya. Dari lingkungan para 
ulama, mereka mengatakan kepada peneliti bahwa mereka 
terlibat dalam dialog lintas iman, terutama dialog dengan 
umat Kristen, tetapi dialog ini masih sebatas di ruang publik 
yang memungkinkan mereka untuk bertemu dan berinteraksi. 
Segregasi tempat tinggal yang masih terus terjadi hingga 
sekarang menunjukkan bahwa hubungan Kristen-Muslim masih 
memerlukan banyak upaya agar menjadi lebih baik sehingga 
ketika ada gesekan antarumat tidak mudah memicu kekerasan 
yang lebih besar. Di alam bawah sadar umat Islam dan juga 
Kristen masih ada kecurigaan kepada yang lain, dibuktikan 
dengan ketidakberanian mereka beraktivitas malam hari di luar 
lingkungan mereka. Ada ulama yang mengkhawatirkan pula 
situasi kondusif saat ini akan mengalami kemunduran ketika 
Islamisme mulai meningkat di Ambon.

Lebih lanjut, toleransi yang mereka maksud masih 
sebatas untuk non-Muslim, sedangkan toleransi untuk intra-
Islam sendiri masih ada ganjalan terutama untuk Ahmadiyah 
dan Syiah. Bagi kebanyakan ulama tersebut, Ahmadiyah dan 
Syiah sudah jelas sesat, dan tidak perlu ada toleransi untuk 
mereka. Sikap ini sejalan dengan fatwa MUI yang menyatakan 
kesesatan Ahmadiyah dalam dua kali fatwanya. Ada 19 ulama 
yang berpendapat bahwa Ahmadiyah sebagai kelompok yang 
menyimpang sehingga mereka tidak boleh berbicara atas 
nama Islam. Sedangkan untuk kelompok Syiah, hanya ada 11 
ulama yang menganggap Syiah sebagai kelompok sesat, ada 
6 orang yang netral dan 14 orang yang menggap Syiah bukan 
kelompok sesat. Hal ini mengindikasikan bahwa ulama Ambon 
lebih bisa menerima keberadaan kelompok Syiah dibandingkan 
kelompok Ahmadiyah. 

Sikap toleransi ini beresonansi dengan sikap dan 
pandangan para ulama tersebut mengenai hak kewargaan bagi 
pengikut Ahmadiyah dan Syiah. Para ulama tersebut masih bisa 
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bersikap toleran kepada Syiah dibandingkan kepada pengikut 
Ahmadiyah. Mereka juga lebih bisa menerima keberadaan 
pengikut atau penghayat kepercayaan dibandingkan pengikut 
Ahmadiyah. Sikap Ulama Ambon ini menurut penulis karena 
adanya fatwa sesat tentang Syiah dan Ahmadiyah yang 
memengaruhi pendapat mereka tentang dua golongan tersebut. 
Selain itu, mereka juga menganggap bahwa Ahmadiyah tidak 
ada di Ambon, untuk Syiah mungkin ada, tetapi tidak kelihatan. 

Adapun tentang sikap ulama Ambon mengenai hak 
kewargaan terutama untuk kelompok Ahmadiyah dan Syiah, 
dari 30 ulama yang terlibat dalam penelitian ini, 25 ulama 
bersikap pro-kewargaan dan lima yang bersikap tidak pro-
kewargaan. Ulama–ulama progresif tidak mempermasalahkan 
jika pengikut Ahmadiyah menjadi pemimpin dalam 
pemerintahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa dalam hal toleransi, hampir semua ulama bisa bersikap 
toleran terhadap keyakinan yang berbeda, misalnya dengan 
Syiah dan Ahmadiyah serta aliran kepercayaan. Akan tetapi, 
ketika sampai kepada sikap mereka mengenai hak kelompok 
minoritas sebagai warga negara, ada kekhawatiran dari para 
ulama tersebut jika Ahmadiyah diberikan kesempatan yang 
sama seperti warga negara Muslim lainnya, maka mereka akan 
menyebarkan paham yang menyimpang. Beberapa ulama 
tersebut berpandangan bahwa Ahmadiyah memang ada untuk 
memecah belah umat Islam, karena itu mereka (Ahmadi) 
harus diwaspadai dan selayaknya dibatasi kebebasannya 
dalam mengekspresikan keyakinannya serta dihambat agar 
tidak menjadi pemimpin pemerintahan. Fatwa MUI tentang 
Ahmadiyah lagi-lagi menjadi acuan bagi para ulama tersebut 
dalam menentukan sikap mereka. Sikap yang sama juga mereka 
tunjukkan kepada kelompok Syiah walaupun tidak sekeras 
terhadap kelompok Ahmadiyah.

Yang Muda Yang Layak Diperhatikan
Proses moderasi dan peneguhan toleransi di Ambon bisa 
dikatakan cukup berhasil dalam melibatkan banyak stakeholder 
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dari semua pihak di Ambon. Gerakan-gerakan dialog sudah 
banyak dilakukan, salah satunya yang sudah disebutkan 
di atas, yaitu Gerakan Provokator Damai yang digagas oleh 
pendeta Jacky Manuputty dan Abidin Wakano. Gerakan ini 
melibatkan banyak anak muda. Film tentang mantan tentara 
dari kalangan anak Islam dan Kristen yang ditayangkan oleh 
BBC menunjukkan peningkatan proses perdamaian, dialog dan 
kerja sama antara umat Islam dan Kristen.

Dari keseluruhan temuan dalam penelitian ini, bisa 
dilihat bahwa ulama di Ambon mayoritas adalah ulama yang 
aksepsionis. Berdasarkan data, dari 30 responden hanya ada 
3 orang yang dapat dikategorikan rejeksionis, yaitu eksklusif 
dua orang, dan ekstrem satu orang. Yang menarik adalah 
ulama generasi milenial kebanyakan berada pada spektrum 
yang lebih rendah tingkat aksepsinya terhadap negara-
bangsa daripada ulama generasi yang lebih tua. Dari enam 
orang ulama generasi milenial, hanya satu yang progresif, 
tiga orang moderat, satu orang ekstrem dan satu orang tidak 
teridentifikasi, tetapi ada kecenderungan eksklusif. Bahkan 
satu orang yang ekstrem dari golongan muda tersebut masih 
berumur 24 tahun. Dia memang belum menjadi ustaz yang 
dikenal luas, tetapi dia mempunyai komunitas pengajian yang 
jemaahnya berjumlah 20-an orang. Mereka rutin melakukan 
kajian di tempat yang dirahasiakan dengan menghadirkan ustaz 
dari Jawa. Saat penelitian ini kami lakukan, mereka sedang 
“tiarap” atau bersembunyi dari pengawasan umum karena 
baru saja salah satu pimpinan mereka ditangkap Densus 88. 
Ajaran yang disebarkan adalah pemerintahan Khilafah (mereka 
mendukung khalifah ala ISIS) sebagai sistem pemerintahan 
yang ideal sehingga mereka menolak sistem demokrasi 
Pancasila, memandang pemerintahan yang bukan kekhalifahan 
sebagai thāghūt, dan darahnya halal. Beberapa waktu yang lalu, 
kelompok ini juga berani melakukan syiar di tempat umum, 
seperti di Islamic Center yang berada di Waehong. Kebanyakan 
pengikutnya adalah anak-anak muda yang sedang mencari jati 
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diri, mereka berasal dari latar belakang organisasi keislaman 
yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini 
mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Ambon 
kendati dukungan itu sangat kecil. Situasi ini menunjukkan 
bahwa pemuda di Ambon yang berminat mengikuti kajian 
mereka dan mencita-citakan negara Islam ala ISIS masih ada. 
Mereka juga tidak terdeteksi oleh pengamatan para ulama yang 
progresif, yang beranggapan bahwa tidak ada lagi Laskar Jihad 
atau gerakan yang memperjuangkan khilafah di Ambon. Hal ini 
tentu merupakan alarm tersendiri bagi kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Ambon pada khususnya serta di Indonesia.

Kesimpulan
Latar belakang sejarah sudah membuktikan bahwa sejak awal 
terbentuknya negara Indonesia, Muslim di Ambon bersama 
ulama di dalamnya adalah Muslim yang menjadi bagian dan 
dengan teguh mempertahankan Indonesia sebagai negara-
bangsa. Pengalaman masa kolonialisme yang menempatkan 
posisi Muslim sebagai warga kedua setelah orang Kristen turut 
berkontribusi membentuk semangat nasionalisme Muslim 
Ambon. Hasil penelitian ini menguatkan kembali bahwa ulama 
di Ambon berperan besar dalam menjaga negara-bangsa 
dengan segala dinamika dan tantangannya. 

Tingkat penerimaan terhadap konsep negara-bangsa 
yang demokratis dan toleran yang tinggi di kalangan ulama 
Ambon menegaskan bahwa gejala meningkatnya islamisme 
yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia dan dianggap 
mengkuatirkan bagi keberadaan negara Indonesia sebagai bangsa 
tidak begitu berpengaruh di Ambon. Memang pemahaman 
keislaman makin meningkat dan para ulama beberapa menjadi 
sedikit lebih konservatif, tetapi dalam konteks Ambon ada hal 
lain yang lebih penting yang menjadi perhatian para ulama 
tersebut yaitu peningkatan kualitas Muslim di Ambon agar bisa 
hidup berdampingan dan berkolaborasi dengan saudara Kristen 
di sana. Bisa dikatakan bahwa meningkatkan kualitas Muslim 
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dengan memberikan pendidikan yang lebih baik merupakan 
cara menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

Kecenderungan ulama milenial yang tingkat moderasinya 
lebih rendah dibandingkan ulama generasi tua, selain 
dipengaruhi oleh cara dan sumber belajar agama mereka yang 
lebih cair juga karena adanya keterputusan memori pada sejarah 
masa lalu. Masa sekarang di mana jumlah Muslim sudah mulai 
melampaui jumlah orang Kristen di Ambon, menumbuhkan 
kepercayaan diri di kalangan ulama terutama ulama muda. 
Hal ini mempengaruhi sikap dan persepsi mereka mengenai 
hubungan Muslim dengan Kristen. Mereka memang mengalami 
konflik di masa lalu, tetapi usia mereka yang masih sangat belia 
saat konflik tersebut tidak meninggalkan memori mengenai 
pengtingnya pembinaan jalinan hubungan yang lebih baik 
dengan umat Kristen untuk hidup berdampingan dalam damai.
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